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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dari hal tersebut diharapkan pembangunan nasional berjalan lancar. 

Pajak didefinisikan oleh Rochmat Soemitro dalam buku karangan Wiratni Ahmadi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, menyatakan definisi pajak yaitu :

”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

(2006;5)

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Wiston Manihuruk dalam bukunya yang berjudul Buku Saku Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

” Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.”

(2004;1)

Dari seluruh pengertian pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

2.1.1 Pengelompokan Pajak

Kontribusi atau penerimaan dari sektor pajak bukan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pajak digolongkan dalam beberapa jenis, dimana seluruhnya sangat berperan bagi pembangunan nasional. 

Dalam pajak terdapat pengelompokan-pengelompokan yang di definisikan seperti dibawah ini.


Menurut H. Wahyu Sukmana dan Selly Herdianti dalam bukunya Pengantar Perpajakan mengemukakan bahwa:

“Pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya.

2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya”.

(2001 ;9)

Sedangkan pengelompokan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan  Indonesia adalah sebagai berikut :

“Pajak dapat dikelompokan ke dalam kelompok :

1. Menurut golongan :

a. Pajak Langsung

b. Pajak Tidak Langsung

2. Menurut Sifat :

a. Pajak Subjektif

b. Pajak Objektif

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya :

a. Pajak Pusat

b. Pajak Daerah “


(2003;15)

1) 
Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya, yaitu : 

a. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak-pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik). Contoh: Pajak penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif dikenakan secara berulang-ulang, tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal, atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

a.   Pajak Negara atau Pusat adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Ekspor dan Pajak atas Minyak. 

b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II/ Kotamadya. Contoh: Pajak atas Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya.

a. Pajak Subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutanya berpangkal pada diri dan orangnya (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terhutang tergantung kepada keadaan / status wajib pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak itu dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara tanpa mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya
2.2     Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang. 

Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahuh 1994, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

2.2.1 Pengertian Dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Gustian Djuanda dalam bukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah menyatakan bahwa definisi pajak pertambahan nilai yaitu :

”Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.

(2006;1)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wiston Manihuruk tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai yang terdapat didalam bukunya yang berjudul Buku Saku Perpajakan Indonesia yaitu:

”PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; impor BKP; pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

(2004;3)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mana penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak baik di dalam maupun diluar Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah sebagi pengganti Pajak Penjualan yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari Pajak Penjualan. Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (buku dua), menyatakan tentang karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

”Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

2. PPN merupakan Pajak Objektif

3. Multi-Stage Tax

4. Non-Komulatif

5. Single Tariff (tarif tunggal)

6. Credit Method/  Invoice Method/ Indirect Substruction Method

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

8. Consumtion Type Value Added Tax.”

(2004;440)

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung, maksudnya adalah :

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

2. PPN merupakan Pajak Objektif, maksudnya :

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. Multi-Stage Tax, maksudnya :

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Non-Komulatif, maksudnya :

PPN tidak bersifat komulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

5. Single Tariff , maksudnya :

PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekpor barang kena pajak.

6. Credit Method/  Invoice Method/ Indirect Substruction Method, maksudnya:

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri, maksudnya :

Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. Consumtion Type Value Added Tax

Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP. 
2.2.2 Istilah-istilah Perpajakan yang Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

Dalam perpajakan terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah istilah-istilah perpajakan terdiri:

“Istilah-istilah Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,perairan,dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak (BKP, Taxable Goods) adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimakudkan dalam angka 

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

6. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. 

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari lur Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian dan dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak ( PKP, Taxable Firm ) adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak (DPP, Tax Base) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

20. Nilai Impor (NI) adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan per Undang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini.

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak Tersebut.

22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak (FP) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

24. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atu instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

28. Piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan BKP dan atau JKP.

29. Persediaan BKP adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan dalam proses, persediaan barang setengah jadi dan atau persediaan barang jadi.

30. Handling Export adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir pemilik kuota ekspor untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang.

31. Handling Import adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pabean yang dilakukan oleh importer untuk atas nama pemesan (indentor). Segala biaya impor (biaya LC, bea masuk, pajak, dll) menjadi beban indentor. Sedangkan importer akan memperoleh komisi (handling fee) dari indentor atas jasa tersebut.

32. Quality Quo (QQ) adalah atas nama dari atau atas kuasa dari atau atas kepentingan dari…..

33. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan alam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu secara berkala.

34. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berujud, termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa maanfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.

35. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan Kegiatan Sewa Guna Usaha.

36. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor.

37. Pedagang Perantara adalah pengusaha dengan nama atau dalam bentuk apa pun (kecuali makelar) yang diangkat dan disumpah oleh Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang melakukan usaha perdagangan perantara termasuk perdagangan dalam konsinyasi.

38. Pengusaha Real Estatel Industrial Estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya. Yang dimaksud ikutannya di sini adalah bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut, bidang tanah sebagai pekarangan bangunan tersebut, pagar pekarangan sekeliling bangunan tersebut dan saluran air/got/roil, sarana jalan, pipa ledeng, tiang dan kabel listrik yang merupakan bagian kelengkapan bangunan tersebut.

39. Jasa Penitipan (Safe Custody) adalah jasa penyimpanan, penjagaan serta pemeliharaan sebaik-baiknya sekuritas yang dimiliki pemodal.

40. Jasa Settlement meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penerimaan dan pengiriman sejumlah sekuritas milik pemodal dari/kepada pihak tertentu.

b. Melakukan pembayaran atau menerima pembayaran sejumlah uang milik pemodal dari/kepada pihak tertentu.

c. Melaksanakan transaksi valuta asing dan pembayaran sehubungan dengan transaksi sekuritas di atas.

41. Jasa Coporate Actions, meliputi jasa yang diberikan untuk melindungi hak pemodal atas sekuritas yang dimiliki sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh emiten, antara lain pembagian deviden, saham bonus, penawaran terbatas dan lain-lain.

42. Jasa Regristrasi, meliputi kegitan regristrasi saham atas permintaan modal guna melindungi hak kepemilikan modal atas sekuritas.

43. Outsourcing, adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya.

44. Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara. Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memnfaatkan jasa penyelenggra kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan sendiri oleh pengusaha kegiatan”.

(2006;4)


Dari istilah-istilah perpajakan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap barang, jasa dan pengusaha apapun pasti dikenakan pajak. Misalnya setiap barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud pasti dikenakan pajak. Sedangkan kalau dilihat dari jasa, setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedianya untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas dasar petunjuk dari pemesan. Jasa yang dikenakan pajak adalah jasa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 


Dan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean
2.2.3 Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak

Subjek pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Soal Ujian Sertifikasi  Konsultan Pajak menyatakan pengertian pengusaha yaitu :

”Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

(2003;277)

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

”Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”

(2007;3)

2. Objek PPN adalah sebagai berikut :

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa Objek Pajak PPN adalah sebagai berikut :

” Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor barang kena pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4. Penmanfaatan Barang Keana Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

7. Kegiatan menbangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.”

(2004;345)

Adapun penjelasannya dapat dilihat berikut ini:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut :

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud,

c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan 

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai. Pajak yang berdasrkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,

c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean.

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean juga dikenakan pajak.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan dalam Daerah Pabean.

Misalnya, PKP C di Surabaya memanfaatkan JKP berupa maket gedung kantor dari pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang PPN.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean dikenakan pajak menurut UU PPN.

7. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

sesuai ketentuan UU PPN dan PPnBM, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hailnya digunakan sendiri atau oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.4 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Adapun pemungut PPN adalah sebagai berikut :

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,

2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik propinsi, kabupaten atau kota,

3. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan umum lainnya,

4. Badan Usaha Milik Negara,

5. Badan Usaha Milik Daerah

6. Bank milik negara, bank milik daerah dan Bank Indonesia.

2.2.5 Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai terutang merupakan selisih dari Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, dimana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan. Kekurangan bayar tersebut yang haus dilunasi PKP sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka pembayaran PPN lebih bayar, sehingga PKP dapat memilih restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Dan jika selisih antara Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan, maka muncul nihil atau tidak adanya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Keluaran menurut Gustian Djuanda dalam buku karangannya yang berjudul Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan:

”Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau ekspor Barang Kena Pajak.”

(2006;92)

Berikut ini adalah contoh Pengusaha kena pajak yang melakukan dua macam penyerahan :

a. Penyerahan BKP yang terutang pajak sebesar Rp. 35.000.000,00, maka pajak keluaran :

10 % x Rp. 35.000.000,00 = Rp. 3.500.000,00

b.  Penyerahan tidak terutang pajak sebesar Rp. 15.000.000,00

Pajak keluaran sama dengan nihil (tidak ada pengenaan pajak).

Pajak Masukan

Pengertian Pajak Masukan menurut Gustian Djuanda dalam bukunya yang bejudul Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

”Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak  dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.”

(2006;93)

Untuk perolehan BKP oleh pembeli (PKP) dari penjual atau PKP maka transaksi tersebut dibuat Faktur Pajak Standar, besar Pajak Masukan adalah 10% x harga beli atau perolehan.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

a. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat PKP yang dikukuhkan untuk masa pajak yang sama.

b. Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak 

2.3  Self Assesment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyaratkat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Dengan konsekuensi bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.3.1 Pengertian Self Assesment System
Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan mengemukakan definisi Self Assesment System sebagai berikut:

“Self Assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.”

(2003;10)

Kemudian menurut Mardiasmo dalam buku karangan yang berjudul Perpajakan menyatakan hal yang sama, yaitu sebagai berikut :

“Self Assesment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

(2002;8)

Dari pengertian diatas self assessment system dapat diartikan bahwa sistem ini memberikan suatu keluasan atau wewenang kepada siapapun yang menjadi wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya. Dengan adanya Self Assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memenuhi sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang

3. Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang

4. Menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditentukan atau melalui Kantor Pos

5. Melaporkan penyetoran pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

6. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (surat pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.3.2  Ciri Self Assesment System

Adapun ciri self assesment System adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Pemerintah melakukan pembinaan, penelitian, dan pengaasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.4      Ketepatan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Suatu pelaporan SPT dituntut untuk dilaporkan secara tepat oleh wajib pajak, baik berupa SPT Masa maupun SPT Tahunan. pelaporan SPT dapat dikatakan tepat apabila pengisiannya benar, dokumen-dokumen yang harus dilampirkannya lengkap dan disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.1  Pengertian Ketepatan

Ketepatan merupakan suatu ukuran dimana segala sesuatu dilaksanakan secara benar menurut kriteria yang berhubungan dengan subjek atau objek yang diukur tersebut. Maka pengertian ketepatan menurut Ahmad A.K Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah :

”Ketepatan adalah keadaan tepat, keakuratan, ketelitian, kejelian.”

(2006;325)

Ketepatan selalu berhubungan dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan atau suatu sistem yang telah sepakat untuk diterapkan, di mana sesuatu dikatakan tepat  apabila hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

2.4.2 Pengertian Pelaporan

 Pengertian pelaporan menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam buku karangannya yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

”Pelaporan adalah apa yang dilaporkan, pemberitahuan kepada yang berwajib.”

(2003;667)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah proses melaporkan sesuatu kepada pihak yang berwajib untuk menerima dan bertanggung jawab atas sesuatu yang dilaporkan tersebut.

2.4.3 Surat Pemberitahuan

Wajib pajak yang ingin melaporkan besarnya pajak terutang, diwajibkan untuk menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Dimana setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.   

2.4.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah :

”Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.” 

(2003;15)

Hal yang sama mengenai pengertian Surat Pemberitahuan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam buku yang disusun oleh Primandita Fitriandi yang berjudul Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap menyatakan bahwa :

”Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2007;3)

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana wajib pajak untuk melaporkan besarnya pajak terutang yang dipenuhi. Sehingga Surat Pemberitahuan ini menjadi sesuatu yang dapat mendukung ketertiban atau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Adapun fungsi dari surat pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

c. Harta dan kewajiban.

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atuau kena pajak badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi pengusaha fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.4.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Wiston Manihuruk dalam bukunya yang berjudul Buku Saku Perpajakan Indonesia menyatakan pengertian SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai berikut :

”Terdapat dua macam SPT yaitu :

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.”
(2004;14)
Adapun penjelasan jenis-jenis SPT adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Masa, terdiri dari :

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26;

b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pasal 26;

d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

f. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;

g. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

h. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;

i.       Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

j. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan terdiri dari :

a.       Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;

c.       Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.4.3.4  Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, maka jangka waktu penyampaian atau pelaporannya pun berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (buku dua) adalah sebagai berikut :

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

	Jenis Pajak
	Batas Waktu Penyampaian Paling Lambat

	Pajak Penghasilan Pasal 21
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasila pasal 23 dan pasal 26 
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal 25
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal 22,

Pajak Pertambahan Nilai, dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor.
	14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal  22,

Pajak Pertambahan Nilai,dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh DirJen Bea dan Cukai.
	7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.
	14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal 22 dari penyerahan oleh pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain.
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai pemungut pajak.
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak.
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pemungutnya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk.
	14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pemungutnya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk.
	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.


(2004;358)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

	Jenis Pajak
	Batas Waktu Penyampaian Paling Lambat

	SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

	SPT Tahunan PPh Pasal 21
	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.


Jika tanggal jatuh tempo penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT wajib diakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Dari penjelasan tabel diatas, jika dihubungkan dengan judul penelitian yaitu peranan self assesment system dalam ketepatan pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Bojonagara, maka batas waktu paling lambat penyampaian SPT Masa PPN adalah 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Jika wajib pajak atau pengusaha kena pajak tida menyampaikan SPT Masa sesuai dengan yang telah ditentukan diatas, maka wajib pajak tersebut dikatakan tidak tepat dalam pelaporan SPT Masa PPN.

2.4.3.5 Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Apabila Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Adapun perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan diperbolehkan apabila wajib pajak orang pribadi atau badan tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, wajib pajak dapat melakukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan ini paling lambat 6 (enam) bulan. Permohonan perpanjangan waktu diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyatan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

2.4.3.6 Cara Perhitungan Dan Sarana Pelaporan PPN

1. Cara Perhitungan PPN atau PPnBM yang Dipungut:

a. Dalam hal kontrak penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/10 bagian dari jumlah pembayaran
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Contoh: 


Jumlah Pembayaran




Rp 11.000.000,00


Jumlah PPN: 10/110
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Rp 11.000.000


Rp   1.000.000,00  (-)


Yang dibayarkan kepada


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



PKP rekanan tanpa PPN


(Rp 11.000.000 – Rp 1.000.000)


Rp 10.000.000,00


b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut: 
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Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang  dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBm yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.


Contoh : PPnBM dengan tarif 20%


Jumlah pembayaran:




   Rp 13.000.000,00


Jumlah PPN yang dipungut:


(10/130
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Rp 13.000.000)



   Rp  1.000.000,00


Jumlah PPnBM yang dipungut:


 (20/130
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Rp 13.000.000)



   Rp  2.000.000,00 (-)


Yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

 Rp 13.000.000 – (Rp 1.000.000 + Rp 2.000.000) = 
  Rp 10.000.000,00

2. Sarana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan sarana untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

Data-data tambahan paling sedikit dalam SPT adalah:

a. Untuk SPT Masa PPN :

1) Jumlah Penyerahan 

2) Jumlah Pajak Keluaran

3) Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

4) Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak

5) Tanggal Penyetoran

b. Untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut :

1) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

2) Jumlah Pajak yang dipungut

3) Jumlah Pajak yang disetor

4) Tanggal Pemungutan 

5) Tanggal Penyetoran

c.   Untuk SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Dasar Pengenaan Pajak:

1) Jumlah Penyerahan Barang Dagangan

2) Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak

3) Tanggal Penyetoran

d.   Untuk SPT Masa PPnBM:

1) Jumlah Penyetoran 

2) Tarif

3) Jumlah Pajak yang Terutang

4) Jumlah Pajak yang Disetor

5) Tanggal Penyetoran

SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua lampiran disyaratkan yang telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani Wajib Pajak (WP) atau kuasnya.

SPT tidak lengkap tidak dapat diterima dan harus dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi. SPT tidak lengkap apabila:

a) Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT.

b) Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak / kurang lengkap diisi.

c) SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani Kuasa Hukum Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

d) SPT tidak atau kurang dilampiri dengan disyaratkan.

e) SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan / Angsuran PPh Pasal 29.

a. Jenis-jenis SPT Masa PPN ada 3 (tiga) jenis :

1) SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1107

SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1107 wajib digunakan bagi PKP yang kegiatan usahanya bukan sebagai Pedagang Eceran dan PKP Pedagang Eceran yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.

2)  SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1107 PE

SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107 PE wajib digunakan bagi PKP yang kegiatan usahanya sebagai Pedagang Eceran yang memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

3) SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1107 PUT

SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107 PUT wajib digunakan bagi pemungut PPN.

b. Hal-hal Penting dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPN

1) Pengadaan SPT Masa PPN beserta lampirannya disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau dapat dicetak/difotokopi sendiri oleh PKP, sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan bentuk Formulir SPT  Masa PPN yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2)   Penggunaan Lampiran Formulir 1107 yang melebihi satu halaman.

Dalam hal PKP menggunakan lebih dari satu halaman untul lampiran SPT Masa PPN (lampiran A dan B), maka setiap halaman harus diberi catatan pada kode Formulir.

3) Pengisian SPT Masa PPN harus :

· Benar.

· Lengkap.

· Ditandatangani.

 SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya harus ditandatangani oleh PKP atau oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus. SPT Induk dan lampiran-lampirannya yang tidak ditandatangani oleh PKP atau Kuasanya, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap SPT Masa PPN tidak disampaikan.

4) Pengusaha Kena Pajak yang dalam Masa Pajak bulan November 2001 atau Masa Pajak berikutnya membuat 500 atau lebih Faktur Pajak Standar untuk penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronika yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/Pj/2001.

SPT Masa PPN (Induk Masa PPN 1107) disampaikan dalam bentuk formulir (hard copy), sedangkan Lampiran SPT Masa PPN yaitu formulir 1107 A dan 1107 B disampaikan dalam bentuk media elektronik.

Lampiran SPT Masa PPN yang disampaikan dalam bentuk media elektronik tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Induk SPT Masa PPN 1107), oleh karena itu lampiran SPT Masa PPN dengan media eletronik harus disampaikan bersamaan dengan SPT Masa PPN (Formulir 1107).

2.5 Peranan Self Assesment System Dalam Ketepatan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Adapun teori penghubung antara self assesment system dengan ketepatan pelaporan SPT Masa PPN adalah menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa :

”Ciri dan corak sistem perpajakan adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sehingga penjaminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assesment) sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak”.

(2002;11)

Jadi menurut teori yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa self assesment system diberlakukan untuk menciptakan iklim perpajakan yang tertib baik dari segi pembayaran maupun pelaporan pajak terutang. Oleh karena itu ketepatan pelaporan SPT Masa PPN merupakan bagian atau elemen yang harus diuji dari penerapan self assesment system tersebut.

Dari keseluruhan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaporan SPT Masa PPN adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam hal ini pengusaha kena pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai kepada pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak secara tepat yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan baik yang mengatur tata cara perhitungan, pengisian SPT dan tenggang waktu penyampaian SPT Masa PPN tersebut. 
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